
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.96, 2010 Kementerian Keuangan. PPN. Barang Tidak 
Berwujud. Luar Daerah Pabean. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  40/PMK.03/2010 
TENTANG 

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN 
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN 

BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA  
KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5069); 

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA 
CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, 
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS 
PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK 
BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR 
DAERAH PABEAN. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:  
1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

2. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

4. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan. 
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5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

6. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 
darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di 
Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 
Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. 

Pasal 2 
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean. 

Pasal 3 
(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena 

Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
dihitung dengan cara sebagai berikut: 
a. 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau 

seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena 
Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, jika dalam jumlah yang 
dibayarkan atau seharusnya dibayarkan tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai; atau 

b. 10/110 (sepuluh per seratus sepuluh) dikalikan dengan jumlah yang 
dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan 
Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, jika dalam 
jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan sudah termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai. 

(2) Dalam hal tidak ditemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk 
jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau ditemukan adanya kontrak atau perjanjian 
tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah 
kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 
Pertambahan Nilai yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) 
dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan 
kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. 
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Pasal 4 
Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 terjadi pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut. 

Pasal 5 
(1) Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau 

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-
peristiwa di bawah ini: 
a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak 

tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya; 
b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa 

Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang 
memanfaatkannya; 

c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau penggantian 
Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau 

d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa 
Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak 
yang memanfaatkannya. 

(2) Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak diketahui, saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena 
Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain 
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Pasal 6 
(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui 
Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 
oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak 
tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling 
lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(2) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan 
Surat Setoran Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
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mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dengan 
ketentuan pengisian sebagai berikut: 
a.  pada kolom “Nama WP” dan “Alamat WP” diisi nama dan alamat orang 

pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar 
Daerah Pabean yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean. 

b.  pada kolom “NPWP” diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode Kantor 
Pelayanan Pajak diisi dengan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak 
yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa 
Kena Pajak. 

c.  pada kotak “Wajib Pajak/Penyetor” diisi nama dan Nomor Pokok Wajib 
Pajak pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak. 

Pasal 7 
(1) Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan terutangnya pajak. 

(2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai laporan pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. 

(3) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib 
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dengan mempergunakan lembar ketiga Surat 
Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat 
tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut paling lama 
akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. 

Pasal 8 
Orang pribadi atau badan yang melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 
setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai 
sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

Pasal 9 
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 568/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, 
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Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas 
Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari 
Luar Daerah Pabean, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Februari 2010 
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SRI MULYANI INDRAWATI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Februari 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
PATRIALIS AKBAR 
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